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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax payer) dan berpotensi sewaktu-waktu
menjadi tersangka atau kuasa tersangka sehingga berhadapan dengan norma KUHAP
a quo.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945,
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah norma KUHAP
yang diajukan pada prinsipnya telah menegaskan bahwa tersangka memang memiliki
hak atas salinan berkas berita acara pemeriksaan atas permintaan (Pasal 72 KUHAP)
dan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan [Pasal 143 ayat (4)
KUHAP]. Berdasarkan norma a quo apabila dikaitkan dengan hak seorang tersangka,
maka sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hak tersangka
tersebut apabila penyerahan tersebut harus berdasarkan permintaan atau tidak
berdasarkan permintaan, karena diartikan atas permintaan atau tidak atas permintaan
sesungguhnya tidak mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional tersangka
terhadap salinan berkas sebagaimana dimaksud norma a quo. Dengan kata lain tidak
ada kerugian konstitusional yang dapat ditimbulkan oleh norma a quo terhadap
seorang tersangka, walaupun norma Pasal 72 menentukan adanya syarat permintaan



dari tersangka dan Pasal 143 ayat (4) tidak menentukan syarat yang demikian. Dalam
hal ini sifat kepastian hukum terhadap kewajiban untuk memenuhi hak tersangka
tersebut telah terpenuhi melalui kedua norma ini. Selain itu argumentasi para
Pemohon yang menempatkan diri sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat
ditetapkan sebagai tersangka adalah argumentasi yang terlalu luas karena para
Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah atau
pernah dialami para Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma a quo.
Jikapun para Pemohon benar dapat dianggap potensial ditetapkan sebagai tersangka
maka sebagaimana pendapat Mahkamah di atas, hak konstitusional para Pemohon
tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 72, Penjelasan Pasal
72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dimaksud.

Bahwa terkait dengan uraian yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar
pajak (tax payer), menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax
payer) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap
permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan
hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa
pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah
dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer)
memang menunjukkan kerugian yang nyata. Alasan untuk dapat mengajukan
permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari
undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan
sebagai pembayar pajak (tax payer) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian
konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab-akibat antara
kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah dalam perkembangannya
melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap
pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang berhubungan dengan
keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan
merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan
berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
76/PUU-XI1/2014, bertanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 10/PUU-XVI1/2019, bertanggal 13 Maret 2019). Selain itu, setelah dicermati
secara saksama uraian terhadap kerugian konstitusional para Pemohon, terdapat
kontradiksi dalam argumentasi tersebut di mana pada satu sisi para Pemohon
menguraikan adanya kerugian sebagai warga negara pembayar pajak karena norma
tersebut dianggap menimbulkan biaya besar dalam implementasinya. Di sisi lain para
Pemohon juga menempatkan diri sebagai warga negara yang berpotensi ditetapkan
sebagai tersangka dan mengaitkan potensi kerugian dengan hak tersangka
sebagaimana diatur pasal yang diajukan, sehingga tidak jelas posisi mana yang
digunakan para Pemohon untuk menguraikan adanya kerugian konstitusional yang
spesifik dan nyata terhadap berlakunya norma tersebut. Dengan demikian para
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



